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Analisis Tindak Pidana Kejahatan Sediaan Farmasi
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor
106/PUU-XX/2022)

XIV+85+2024

Pidana, Sediaan Farmasi, Pemidanaan

Indonesia  merupakan  negara hukum yang
berlandaskan UUD 1945 serta Pancasila. Hukum
Pidana merupakan salah satu hukum yang mengatur
tindak pidana, termasuk tindak pidana kejahatan
sediaan farmasi. Pada tahun 2022 terdapat kasus
kematian pada anak yang disebabkan oleh gagal ginjal
akut. Penyakit ini disebabkan oleh pencemaran obat
sirup anak dengan kandungan EG dan DEG.
Pencemaran obat tersebut menyebabkan kekhawatiran
dikalangan Masyarakat, sehingga peran BPOM pun
dipertanyakan. Dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP
menyatakan bahwa kegiatan menjual, menawarkan,
atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau
obat-obatan yang diketahui bahwa itu palsu, dan
menyembunyikan hal tersebut dapat diancam pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun serta dalam Pasal
196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
yang kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 106/PUU-XX/2022 terdapat Pemohon yang
meminta hukuman pidana pasal 196 UU Nomor 36
tahun 2009 tentang Kesehatan diganti dari hukuman
pidana menjadi hukuman mati karena menilai
banyaknya korban jiwa. Apakah penerapan tindak
pidana sediaan farmasi dapat dikatakan sebgai
kejahtan luar biasa? Bagaimana tindak pidana sediaan
farmasi ditinjau berdasarkan hukum di Indonesia?
Penelitian disusun dengan metode penelitian normatif
dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu peneliti
akan mencari dan menelaah fakta hukum dan
peraturan perundang-undangan terhadap kejahatan
sediaan farmasi. Kesimpulan penelitian ini adalah
guna meninjau kejahatan sediaan farmasi terhadap
kejahatan luar biasa. Serta meninjau kejahatan sediaan
farmasi berdasarkan hukum di Indonesia.
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Criminal Law, Pharmaceutical Preparations,
Punishment

Indonesia is a state of law based on the 1945
Constitution and Pancasila. Criminal law is one of the
laws that regulate criminal offences, including
pharmaceutical crime. In 2022 there was a case of
death in a child caused by acute renal failure. This
disease is caused by the contamination of children's
syrup with EG and DEG. The drug contamination
caused concern among the public, so the role of
BPOM was questioned. Article 386 paragraph (1) of
the Criminal Code states that the activity of selling,
offering, or delivering food, beverages, or medicines
that are known to be counterfeit, and concealing this,
is punishable by a maximum imprisonment of 4 (four)
years as well as in Article 196 of Law Number 36 of
2009 concerning Health, which later in the decision of
the Constitutional Court Number 106/PUU-XX/2022
there was an Applicant who requested that the
criminal penalty for Article 196 of Law Number 36 of
2009 concerning Health be changed from a criminal
penalty to the death penalty because he considered the
number of casualties. How the implementation of
pharmaceutical crime be considered as an
extraordinary crime? How is the criminal offence of
pharmaceutical  preparation  reviewed — under
Indonesian law? The research is prepared using
normative  research method with descriptive-
analytical specification, i.e. the researcher will search
and examine the legal facts and legislation on
pharmaceutical preparation crime. The conclusion of
this research is to review pharmaceutical preparation
crimes against extraordinary crimes. As well as
reviewing pharmaceutical preparation crimes based
on Indonesian law.
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